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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pembeli
lelang terhadap pelaksanaan eksekusi hak tanggungan yang risalah lelangnya
dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh
pengadilan dan kedudukan hukum obyek lelang terhadap putusan hakim yang
menyatakan risalah lelang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif.
Data yang digunakan  yaitu data sekunder. Metode pendekatan berupa Statute
Approach. Teknik pengumpulan data melalui penelitian studi pustaka. Metode
analisa data dilakukan secara penalaran deduksi.
Hasil penelitian,pertama perlindungan hukum bagi pembeli lelang
eksekusi hak tanggungan yang risalah lelangnya dinyatakan tidak sah dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah pembeli lelang dapat meminta ganti
kerugian sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata kepada pihak yang menerbitkan
kerugian.Ganti kerugian menurut pasal 1243 KUH Perdata Jo Pasal 1246 KUH
Perdata, terdiri dari Biaya,Rugi,dan Bunga.Dalam kasus putusan Nomor
274/Pdt.G/2013/PN.Bdg Pembeli lelang sebagai pihak yang dirugikan dapat
menuntut ganti kerugian kepada penjual dan KPKNL.Kedua, Kedudukan hukum
obyek lelang yang Risalah lelangnya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat,jika dalam putusan pengadilan tidak disebutkan
kedudukan hukum obyek lelangnya, Maka setelah permohonan pembatalan
dikabulkan, Obyek lelang kembali ke pemilik semula pemegang hak jaminan
(kreditur). Dengan konsekuensi penjual/Kreditur tertunda mendapatkan pelunasan
kredit milik debitur.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pembeli lelang, Risalah lelang
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ABSTRACT
YELINA RACHMA PRANAMAWATI,S251602049,LEGAL PROTECTION OF
AUCTION BUYERS AGAINST THE EXECUTION OF MORTGAGE WHOSE
MINUTES OF AUCTION ARE DECLARED INVALID AND HAS NO BINDING
LEGAL FORCE BY THE COURTS,Magister of Notary of law faculty of Sebelas
Maret University Surakarta
This study aims to determine the protection of the law auction buyer
against execution of rights of interest whose minutes of auction are declared
invalid and has no binding legal force by the courts and the legal position of the
object of the auction against the judge's decision which states the auction is
illegal and has no binding legal force.
This research is a normative legal research is prescriptive. The data
used are secondary data. The approach method is Statute Approach. Data
collection techniques through literature study. The method of data analysis is
done by deductive reasoning.
The results of the study, First,legal protection for buyers auction
execution of mortgages whose minutes of auction are declared invalid and has no
binding legal force is the auction buyer may request compensation in accordance
with article 1365 Civil Code to the party issuing the loss. Replace damages under
article 1243 Civil Code Jo Article 1246 Civil Code, consist of Cost, Loss, and
Interest. In the case of verdict Number 274 / Pdt.G / 2013 / PN.Bdg Buyer of
auction as the injured party can claim compensation to the seller and KPKNL.
Second, the legal position of the auction object whose Auction Minutes is declared
invalid and has no legal force if in court decision is not mentioned the legal
position of the object of the auction, So after the cancellation request is granted,
The object of the auction returns to the original owner of the warranty holder
(creditor). With consequence seller / Creditor delayed get repayment of debtor's
credit.
Keywords: Legal Protection, Auction Buyer, minutes of auction
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